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Abstrak 

Dokter	memiliki	tujuan	mulia	dalam	menjalankan	profesinya,	termasuk	memperbaiki	penampilan	pasien	
melalui	perawatan	wajah.	Namun,	tidak	jarang	terjadi	kegagalan	tindakan	medis	yang	mengakibatkan	
kecacatan	 bahkan	 kematian,	 yang	 dapat	 dikategorikan	 sebagai	 malpraktik	 medis.	 Penelitian	 ini	
bertujuan	untuk	mengkaji	sanksi	hukum	terhadap	dokter	yang	melakukan	malpraktik	serta	menelaah	
pertimbangan	 hukum	 hakim	 dalam	 Putusan	 Nomor	 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks.	 Metode	 yang	
digunakan	adalah	penelitian	hukum	normatif	dengan	pendekatan	perundang-undangan	dan	pendekatan	
kasus.	Data	diperoleh	dari	bahan	hukum	primer,	sekunder,	dan	tersier	yang	dianalisis	secara	normatif.	
Hasil	 penelitian	 menunjukkan	 bahwa	 hakim	 memutus	 terdakwa	 tidak	 terbukti	 secara	 sah	 dan	
meyakinkan	melakukan	tindak	pidana,	meskipun	terdapat	penyuntikan	filler	tanpa	informed	consent,	
tanpa	 kompetensi	 yang	 sah,	 dan	 tidak	 sesuai	 Standar	 Prosedur	 Operasional	 (SPO)	 kedokteran.	
Pertimbangan	hakim	cenderung	fokus	pada	pembuktian	formil	tanpa	memperhatikan	akibat	luka	berat	
pada	 korban.	 Hal	 ini	 menunjukkan	 kurangnya	 perlindungan	 hukum	 terhadap	 pasien	 dan	 lemahnya	
penegakan	 keadilan	 dalam	 kasus	 malpraktik.	 Penulis	 menyarankan	 agar	 aparat	 penegak	 hukum	
memahami	aspek	 teknis	medis	 secara	 lebih	mendalam	dan	 tenaga	medis	 selalu	mematuhi	Kode	Etik	
Kedokteran	dalam	menjalankan	profesinya.	
Kata	Kunci:	Tindak	Pidana,	Malpraktik,	Kelalaian	Dokter.	
	

Abstract	
Doctors	have	noble	goals	in	carrying	out	their	profession,	including	improving	patients'	appearance	through	
facial	treatments.	However,	it	is	not	uncommon	for	medical	procedures	to	fail,	resulting	in	disabilities	or	
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even	 death,	which	 can	 be	 categorized	 as	medical	malpractice.	 This	 research	 aims	 to	 examine	 the	 legal	
sanctions	against	doctors	who	commit	malpractice	and	to	review	the	legal	considerations	of	the	judges	in	
Decision	 Number1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks.	 The	 method	 used	 is	 normative	 legal	 research	 with	 a	
legislative	approach	and	a	case	approach.	Data	 is	obtained	 from	primary,	 secondary,	and	 tertiary	 legal	
materials	that	are	analyzed	normatively.	The	research	results	show	that	the	judge	ruled	that	the	defendant	
was	not	proven	to	have	committed	a	crime,	even	though	there	was	filler	injection	without	informed	consent,	
without	 legitimate	competence,	and	not	 in	accordance	with	the	Medical	Standard	Operating	Procedures	
(SPO).	 The	 judge's	 consideration	 tends	 to	 focus	 on	 formal	 proof	without	 paying	attention	 to	 the	 severe	
injuries	suffered	by	the	victim.	This	indicates	a	lack	of	legal	protection	for	patients	and	weak	enforcement	
of	justice	in	malpractice	cases.	The	author	suggests	that	law	enforcement	officials	should	understand	the	
technical	aspects	of	medicine	more	deeply	and	that	medical	personnel	should	always	adhere	to	the	Medical	
Code	of	Ethics	in	carrying	out	their	profession.	
Keywords: Medical	malpractice,	doctor,	judge's	consideration,	legal	protection,	criminal	
verdict. 
	
1. PENDAHULUAN	

Kejahatan	adalah	sebuah	fenomena	kompleks	yang	dapat	dilihat	dari	berbagai	

sudut	 pandang.	 Oleh	 karena	 itu,	 dalam	 kehidupan	 sehari-hari	 kita	 dapat	 melihat	

berbagai	komentar	terhadap	suatu	peristiwa	kejahatan	yang	berbeda	satu	sama	lain.	

Dalam	pengalaman	kita,	tidak	mudah	untuk	memahami	kejahatan	itu	sendiri.1	

Sesuai	 dengan	 pesatnya	 perkembangan	 dan	 kemajuan	 yang	 dicapai	 dibidang	

ilmu	 pengetahuan	 dan	 teknologi.	 Oleh	 karena	 itu	 dunia	 kedokteran,	 khususnya	

kesehatan	 selalu	 dihadapkan	 pada	 tuntutan	 dan	 tantangan	 yang	 signifikan	 untuk	

mencapai	 kemajuan.	 Namun	 dalam	 perkembanganya	 saat	 ini,	 penilaian	masyarakat	

terhadap	 tenaga	kesehatan	di	 Indonesia	 sangat	buruk.	Akibat	negatif	dari	 kemajuan	

ilmu	pengetahuan	dan	teknologi	adalah	kejahatan	dibidang	kesehatan	atau	kejahatan	

medis	 yang	 korbannya	 pasien.	 Sahetapy	 menjelaskan	 “dalam	 kasus	 ini,	 viktimisasi	

dapat	dicirikan	sebagai	penyalahgunaan	obat	bius,	alkoholisme,	malpraktik	dibidang	

kedokteran,	eksperimen		kedokteran	yang	melanggar	kode	etik.2	

Dalam	menjalankan	profesinya,	 dokter	 harus	mematuhi	 standar	 profesi	 yang	

berlaku	agar	tidak	terjadi	kelalaian	atau	malpraktik,	sebagaimana	diatur	dalam	Pasal	1	

 
1	Topo	Santoso	dan	Eva	Achjani	Zulfa,	Kriminologi,	Rajawali	Persi,	Jakarta,	2006,		hlm.1.	
2	C.	Maya	 Indah	S,	Perlindungan	Korban	Suatu	Perspektif	Viktimologi	dan	Kriminologi	,		

Kencana	Prenadamedia	Group,	Jakarta,	2014,	hlm.	23.	
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Ayat	 (13)	 Undang-Undang	 Nomor	 36	 Tahun	 2014	 tentang	 Tenaga	 Kesehatan,	 yang	

menyatakan	bahwa	standar	pelayanan	profesi	adalah	pedoman	yang	harus	diikuti	oleh	

tenaga	 kesehatan	dalam	memberikan	pelayanan	kesehatan,	 termasuk	dokter,	 dalam	

rangka	memenuhi	hak-hak	pasien	dan	meningkatkan	mutu	pelayanan	kesehatan	secara	

keseluruhan.	

Sebaliknya,	 dalam	 pelaksanaan	 tindakan	 pelayanan	 kesehatan,	 tenaga	 medis	

yaitu	dokter	 tidak	menutup	kemungkinan	 terjadinya	kesalahan	kelalaian.	Kesalahan	

atau	 kelalaian	 yang	 dilakukan	 dokter	 dalam	melaksanakan	 fungsi	 profesinya	 dapat	

berakibat	 fatal	bagi	badan	dan	jiwa	pasien,	hal	ini	tentunya	sangat	merugikan	pasien	

dalam	banyak	hal	sebagai	korban	malpraktik.3	

Berlakunya	 Undang-undang	 Nomor	 36	 Tahun	 2009	 tentang	 Kesehatan,	 yang	

menggantikan	 Undang-undang	 Nomor	 23	 Tahun	 1992,	 bersama	 dengan	 Undang-

undang	Nomor	29	Tahun	2004	 tentang	Praktik	Kedokteran,	 serta	peraturan	 lainnya	

yang	 terkait,	 memberikan	 landasan	 hukum	 untuk	 melindungi	 korban	 malpraktik.	

Perlindungan	ini	mencakup	pemenuhan	hak-hak	yang	dimiliki	oleh	korban,	sehingga	

tujuan	utama	hukum,	yaitu	terciptanya	kepastian	hukum,	keadilan,	dan	kemanfaatan,	

dapat	diwujudkan	secara	optimal.	

Berdasarkan	hasil	penelitian	terdahulu	yang	dilakukan	oleh	 jemy	Saifandi	yang	

berjudul	 “Tindak	 Pidana	 Malpraktek	 Profesi	 Medis” 4 	Pengaturan	 tindak	 pidana	

malpraktek	profesi	medis	dalamUndang-Undang	No	29	Tahun	2004	hanya	memuat	5	

pasal	 yaitu	 pasal	 75	 sampai	 pasal	 80	 tentang	 administrasi	menyangkut	 dengan	 izin	

praktek	 serta	 penggunaan	 gelar	 untuk	meyakinkan	 pasien	 yang	 sebenarnya	 pelaku	

tidak	 pernah	mendapatkan	 gelar	 tersebut	 dan	 juga	 dalam	penggunaan	 alat,	metode	

 
3	Wila	Chandrawila	Supriadi,	Hukum	Kedokteran,	Mandar	Maju,	Bandung,	2001,	hlm.	

35.	
4 	Saifandi,	 J.,	 Sumiadi,	 S.,	 &	 Hatta,	 M.	 (2021).	 Tindak	 pidana	 malpraktek	 profesi	

medis.	JURNAL	 ILMIAH	MAHASISWA	 FAKULTAS	 HUKUM	 UNIVERSITAS	MALIKUSSALEH,	4(1).	
https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/4264	
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atau	 cara	 lain	 dalam	 memberikan	 pelayanana	 tau	 perawatan	 kepada	 masyarakat.	

Sedangkan	 jika	 menurut	 Undang-UndangNomor	 36	 tahun	 2009	 tentang	 Kesehatan	

memuat	 5	 pasal	 yaitu	 pasal	 190	 sampai	 dengan	194	 yang	menitik	 beratkan	 kepada	

pimpinan	atau	korporasi	dalam	hal	pelayanan	kesehatan	kepada	masyarakat.	Untuk	

aturan	yang	mengatur	tentang	kelalaian	yang	dimaksud	dalam	skripsi	ini	baru	di	muat	

dalam	Undang-Undang	No	36	Tahun	2014	Tenaga	Kesehatan	tetapi	dalam	UU	ini	hanya	

mengatur	tentang	kelalaian	berat	saja,	Ancaman	hukuman	tentang	kelalaian	berat	yang	

dimaksud	dalam	pasal	84	ayat	2	hanya	5	tahun,	tergolong	ringan	karena	menyangkut	

dengan	nyawa	seseorang.	

Selanjutnya,	berdasarkan	hasil	penelitian	terdahulu	oleh	M.Nurdin	dengan	judul	

“Perlindungan	 Hukum	 Terhadap	 Pasien	 Atas	 Korban	 Malpraktik	 Kedokteran” 5	

Penelitian	 ini	 meneliti	 tentang	 perlindungan	 dan	 kepastian	 hukum	 kepada	 setiap	

pasien	 korban	 dari	 malpraktek	 kedokteran	 dan	 pelayanan	 kesehatan	 yang	 belum	

memenuhi	standar	pelayanan	medis.	

Selanjutnya,	 berdasarkan	 hasil	 penelitian	 terdahulu	 oleh	 Yanuar	 Ishaq	 dengan	

judul	 “Perlindungan	Hukum	Bagi	Dokter	Dari	Malpraktik”6	Penelitian	 ini	membahas	

mengenai	batasan	Malpraktik	serta	adakah	Perlindungan	Hukum	Bagi	Profesi	Dokter,	

penelitian	ini	adalah	Penelitian	Hukum,	dengan	menggunakan	pendekatan	perundang-

undangan	(Statue	Approach),	dan	pendekatan	konseptual	(Conceptual	Approach).	

Selanjutnya,	berdasarkan	hasil	penelitian	terdahulu	oleh	Muhammad	Zaky	Hakim	

dengan	judul	“Perlindungan	Hukum	Bagi	Perempuan	Yang	Melakukan	Aborsi	(Abortus	

 
5	M.Nurdin,	Perlindungan	Hukum	Terhadap	Pasien	Atas	Korban	Malpraktik	Kedokteran,	Jurnal	
Hukum	 Keadilan	 Fakultas	 Hukum	 Universitas	 Samudra,	 Vol.	 10	 No.1	 juni	 2015,	 hlm.	 93.	
https://www.neliti.com/id/publications/240395/perlindungan-hukum-terhadap-
pasien-atas-korban-malpraktek-kedokteran	

6	Yanuar	 Ishaq,	 Perlindungan	Hukum	Bagi	 Dokter	 Yang	Di	 Duga	Malpraktik,	 Skripsi,	
Fakultas	Hukum	Universitas	Narotama	Surabaya,	2019.	
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Provocatus)	Ditinjau	Dari	 Aspek	Kriminologi”7	Hasil	 penelitian	 bahwa	 perlindungan	

hukum	 terhadap	 perempuan	 melakukan	 aborsi	 telah	 diatur	 dalam	 Peraturan	

Pemeriantah	No	28	Tahun	2024	terhadap	pelaksana	dari	Undang	Undang	Kesehatan	

No	17	 tahun	2023	dimana	Peraturan	 ini	 juga	menekankan	pentingnya	perlindungan	

kesehatan	ibu	dan	memberikan	keadilan	bagi	korban	kekerasan	seksual,	sembari	tetap	

menjamin	 bahwa	 tindakan	 aborsi	 dilakukan	 secara	 legal	 dan	 aman	 sesuai	 standar	

medis	untuk	menjamin	dan	memberikan	perlindungan	hukum	bagi	perempuan	aborsi	

diizinkan	 hanya	 dalam	 situasi	 tertentu	 dengan	 syarat	 yang	 sangat	 ketat	 untuk	

melindungi	 kesehatan	 ibu	 atau	 dalam	 kasus	 korban	 kekerasan	 dan	

Pertanggungjawaban	 Hukum	 terhadap	 perempuan	 yang	melakukan	 aborsi	 (abortus	

provocatus)	adalah	Perempuan	yang	melakukan	aborsi	ilegal	dapat	dikenakan	sanksi	

pidana	berdasarkan	KUHP	Pasal	346–349.	

Akibat	 malpraktik	 kedokteran	 yang	 merupakan	 pelanggaran	 harus	 sesuai	

dengan	 yang	 ditentukan	 oleh	Undang-Undang.	 Sesuai	 dengan	 pasal	 360	KUHP	 yang	

mengatakan.	 Akibat	 seperti	 kematian,	 luka	 berat,	 kesakitan	 atau	 luka	 yang	

menyebabkan	 penyakit	 atau	 menghalangi	 pelaksanaan	 fungsi	 dan	 pendapatan	

seseorang	dapat	mengakibatkan	pertanggungjawaban	pidana	yang	tidak	berupa	ganti	

rugi	atas	kerugian,	tetapi	dapat	juga	berupa	sanksi	pidana.	

Berdasarkan	 latar	 belakang	 diatas	 maka	 dapat	 ditarik	 beberapa	 hal	 yang	

menjadi	 permasalahan	 untuk	 diteliti	 yaitu,	 Bagaimanakah	 ketentuan	 sanksi	 pidana	

terhadap	 pelaku	 malpraktik	 yang	 dilakukan	 oleh	 dokter	 dalam	 menjalankan	

profesinya	 dan	 Bagaimana	 pertimbangan	 hakim	 dalam	 putusan	 Nomor	

1441/Pid.Sus/2019/	Pn.Mks.	

Adapun	tujuan	penelitian	yang	hendak	dicapai	ialah	untuk	mengetahui	 sanksi	

pidana	 terhadap	 pelaku	malpraktik	 yang	dilakukan	oleh	dokter	dalam	menjalankan	

 
7	Hakim,	M.	 Z.	 (2025).	Perlindungan	Hukum	Bagi	 Perempuan	 Yang	Melakukan	Aborsi	

(Abortus	 Provocatus)	 Ditinjau	 Dari	 Aspek	 Kriminologi	(Doctoral	 dissertation,	 Universitas	
Malikussaleh).	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/11052/	



ANALISIS	PUTUSAN	PERKARA	MALPRAKTIK	DOKTER	DALAM	MENJALANKAN	PROFESI	(Kajian	
Terhadap	Putusan	Nomor	1441/Pid.Sus/2019/Pn-Mks)	
Aribah	Wardah	Ruye,	Muhammad	Hatta,	Zulfan	
Vol.	8,	No	2,	(April)	2025	

	
	Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh	

e-ISSN:	2798-8457	|	Online	Access:	https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/		

 

profesinya	 dan	 untuk	 menganalisis	 pertimbangan	 hakim	 dalam	 putusan	 Nomor	

1441/Pid.	Sus/2019/Pn.Mks.	

 

2. METODE	PENELITIAN	
Penelitian	 ini	 menggunakan	 jenis	 penelitian	 hukum	 doktrinal	 atau	 normatif,	

yaitu	 penelitian	 hukum	 yang	meletakkan	 suatu	 bangunan	 sistem	 dan	 norma	 dalam	

hukum.8	Pendekatan	dalam	penelitian	ini	adalah	pendekatan	perundang-undangan	dan	

pendekatan	 kasus.	 Pendekatan	 perundang-undangan	 dilakukan	 dengan	 menelaah	

semua	 peraturan-peraturan	 yang	 berkaitan	 dengan	 isu	 hukum	 yang	 mendukung	

penelitian.		

Penelitian	 ini	 bersifat	 deskriptif,	 Penelitian	 deskriptif	 ini	 juga	 mencakup	

pengkajian	terhadap	peraturan	perundang-undangan	yang	relevan,	sumbelr	data	yang	

akan	 digunakan	 dalam	 pelnellitian	 adalah	 hukum	 primer	 penulis	 memfokuskan	

penelitian	pada		Undang-Undang	Nomor	29	Tahun	2004	tentang	Praktik	Kedokteran,	

Undang-Undang	Nomor	1	Tahun	1946	tentang	KUHP	dan	Putusan	Pengadilan	Nomor	

1441/Pid.Sus/2019/Pn.Mks,	 bahan	hukum	sekunder	 yang	diperoleh	dari	 buku	 teks,	

jurnal-jurnal,	 pendapat	 para	 sarjana.	 Kasus-kasus	 hukum,	 serta	 penelitian	 yang	

dilakukan	 para	 pakar	 hukum. 9 	Dan	 bahan	 hukum	 tersier	 bahan	 hukum	 yang	

memberikan	petunjuk	atau	penjelasan	bermakna	terhadap	data	primer	dan	sekunder,	

seperti	 kamus	 hukum,	 ensiklopedia.	 Teknik	 pengumpulan	 bahan	 hukum	 yang	

digunakan	dalam	penelitian	ini	adalah	studi	dokumen	atau	studi	kepustakaan.	

Analisis	 data	 dalam	 penelitian	 ini	 menggunakan	 metode	 analisis	 kualitatif,	

dengan	 menganalisis	 data	 yang	 diuraikan	 dalam	 bentuk	 deskriptif	 Data	 tersebut	

diinterpretasikan	 untuk	memberikan	pemahaman	 yang	mendalam	mengenai	 isu-isu	

yang	 relevan	 dengan	 topik	 penelitian.	 Hasil	 dari	 analisis	 ini	 diharapkan	 dapat	

 
8 	Jhonny	 Ibrahim,	 Teori	 dan	 Metedologi	 Penelitian	 Hukum	 Normatif,	 Bayumedia	

Publishing,	Malang,	2006,	hlm.	57	
9	Ibid,	hlm.	392	



Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	(JIMFH)	
E-ISSN:	2798-8457	
Vol.	8,	No	2,	(April)	2025	

	
	Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh	

e-ISSN:	2798-8457	|	Online	Access:	https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/		

 

memberikan	 jawaban	 atas	 permasalahan	 yang	 diajukan,	 serta	 memungkinkan	

penarikan	kesimpulan	berdasarkan	fakta-fakta	hukum	yang	ditemukan	dalam	materi	

atau	objek	penelitian.	

	

3. HASIL	PENELITIAN	DAN	PEMBAHASAN	
A. Sanksi	 Pidana	 Terhadap	 Pelaku	 Malpraktik	 Yang	 Dilakukan	 Oleh	 Dokter	

Dalam	Menjalankan	Profesinya	
	

Sanksi	menurut	 Sudiono	Mertokusumo	 yaitu	 reaksi,	 akibat	 atau	 konsekuensi	

pelanggaran	kaidah	sosial.	Terdapat	beberapa	unsur	dalam	sanksi	yaitu	reaksi,	akibat	

dan	konsekuensi	dari	pelanggaran	atau	penyimpangan	kaidah	sosial	 (kaidah	hukum	

maupun	 non	 hukum),	 sanksi	 merupakan	 kekuasaan	 atau	 alat	 kekuasaan	 untuk	

memaksakan	seseorang	menaati	kaidah	sosial	 tertentu	dan	mengenai	 sanksi	hukum	

dapat	dibedakan	menjadi	10	

Malpraktek	kedokteran	terjadi	apabila	pasien	meninggal	dunia	atau	mengalami	

cacat	akibat	dokter	atau	tenaga	kesehatan	lainnya	kurang	hati-hati	atau	kurang	cermat	

dalam	melakukan	 upaya	 penyembuhan	 terhadap	 pasien	 yang	meninggal	 dunia	 atau	

cacat	tersebut.11	

KUHP	mengatur	mengenai	tanggungjawab	pidana	yang	berkaitan	atau	ada	kaitannya	

dengan	malpraktik	medis	di	dalam	beberapa	pasal,	pasal-pasal	dimaksud	adalah:	

a. Pemalsuan	Surat	Keterangan	Dokter	

Pasal	 267	 KUHP	 adalah	 pasal	 yang	 khusus	 dikenakan	 bagi	 dokter	 yang	

menyebutkan	bahwa:	

1. seorang	 dokter	 yang	 dengan	 sengaja	 memberikan	 surat	 keterangan	 palsu	

tentang	ada	atau	tidaknya	penyakit,	kelemahan	atau	cacat,	diancam	dengan	

pidana	penjara	paling	lama	empat	tahun.		

 
															10 	Sudiono	 Mertokusomo,	 Mengenal	 Hukum:	 Suatu	 Pengantar,	 Liberty,	 Yogyakarta,	
2005,	hlm.	35.	

11	Ahmad	Sofyan,	Malpraktik	dan	Resiko	Medik	Dalam	Kajian	Hukum	Pidana,	Prestasi	
Pustaka,	Jakarta,	2005,	hlm.28.	
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2. jika	 keterangan	 diberikan	 dengan	 maksud	 untuk	 memasukan	 seseorang	

kedalam	rumah	sakit	jiwa	dan	atau	untuk	menahanya	disitu,	dijatuhi	pidana	

penjara	paling	lama	delapan	tahun	empat	bulan.12	

3. diancam	 dengan	 pidana	 penjara	 yang	 sama,	 barang	 siapa	 dengan	 sengaja	

memakai	 surat	 keterangan	 palsu	 itu	 seolah-olah	 isinya	 sesuai	 dengan	

kebenaran.	

b. Rahasia	Kedokteran	

Berkaitan	dengan	rahasia	kedokteran,	Pasal	322	KUHP	menyebutkan:	

1. Barang	siapa	dengan	sengaja	membuka	rahasia	yang	wajib	disimpannya	karna	

jabatan	atau	pekerjannya,	baik	yang	sekarang	mampu	 yang	dahulu,	diancam	

dengan	 pidana	 paling	 lama	 sembilan	 bulan	 atau	 paling	 banyak	 enam	 ratus	

rupiah.	

2. Jika	 kejahatan	 dilakukan	 terhadap	 seseorang	 tertentu,	 maka	 perbuatan	itu	

dituntut	atas	pengaduan	orang	itu.	

c. Aborsi	

Pasal	346	KUHP	menyatakan	Seseorang	perempuan	yang	sengaja	mengugurkan	

atau	 mematikan	 kandunganya	 atau	 menyuruh	 orang	 lain	 maka	 diancam	 dengan	

pidana	paling	lama	enam	tahun.13	

Dalam	pasal	ini	yang	menjadi	subjek	(pelaku	delik)	adalah	seorang	perempuan,	

yaitu	 perempuan	 yang	 menggugurkan	 atau	 mematikan	 kandunganya	 atau	

menyuruh	 orang	 untuk	 mematikan	 kandunganya.	 Disamping	 itu,	 adanya	 unsur	

sengaja	 (dolus),	 sehingga	 dengan	 melakukan	 suatu	 perbuatan	 itu	 pelaku	

menghendaki	 dan	 dapat	 mengetahui	 adanya	 akibat	tersebut.	 Suatu	 persoalan	

normatif	muncul,	yaitu	pada	usia	kandungan	berapa	lama	aborsi	itu	dilarang	dengan	

tidak	diaturnya	persoalan	ini,	maka	tidak	ada	acuan	yang	pasti	bagi	penegak	hukum	

 
12		 Ari	 Yunanto	 dan	 Helmi,	 Hukum	 Pidana	 Malpraktik	 Medik,	 Tinjauan	 dan	 Perspektif	

Medikolegal,	Andi	Offset,	Yogyakarta,	2010,	hlm.50.	
13	R.Soesilo,	Kitab	Undang-Undang	Hukum	Pidana	(KUHP)	serta	Komentar-komentarnya	

Lengkap	Pasal	demi	Pasal,	Politeia,	Jakarta,	1996,	hlm.	245.	
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pidana	dalam	menetapkan	ketentuan	ini.	

Pasal	359	KUHP	Barang	 siapa	karna	kesalahannya	 (kealpaanya)	menyebabkan	

orang	lain	mati,	diancam	dengan	pidana	penjara	paling	lama	lima	 tahun	atau	pidana	

kurungan	paling	lama	satu	tahun.	Pasal	359	KUHP	dapat	menampung	semua	perbuatan	

yang	 dilakukan	yang	mengakibatkan	kematian,	dimana	kematian	bukanlah	yang	dituju	

atau	dikehendaki.	Pasal	359	KUHP	selalu	dilakuakan	terhadap	kematian	yang	diduga	

disebabkan	oleh	kesalahan	yang	dilakukan	mengakibatkan				kematian,	dimana	kematian	

bukanlah	dituju	atau	dikehendaki.	Yakni:	

1. Harus	ada	wujud	pebuatan	

2. Adanya	akibat	berupa	kematian	adanya	cauaal	verband	antara	wujud	perbuatan	

dengan	akibat	kematian.14	

	 Dalam	 Undang-undang	 Nomor	 29	 Tahun	 2004	 tentang	 Praktek	 Kedokteran	

sebutan	Majelis	Disiplin	Tenaga	Kesehatan	 (MDTK)	 ini	menjadi	Majelis	Kehormatan	

Disiplin	Kedokteran	 Indonesia	 (MKDKI)	 yang	menerima	 pengaduan	 dan	 berwenang	

memeriksa	 dan	memutuskan	 ada	 tidaknya	 kesalahan	 yang	dilakukan	dokter	 karena	

melanggar	 penerapan	 disiplin	 ilmu	 kedokteran	 dan	 menerapkan	 sanksi.	 Apabila	

ternyata	didapati	pelanggaran	etika	kedokteran,	maka	MKDI	meneruskan	pengaduan	

pada	 organisasi	 profesi	 (IDI),	maka	 IDI-lah	 yang	 akan	melakukan	 penindakan	 pada	

dokter	 tersebut.	 Hanya	 saja	 sanksi	 yang	 diberikan	 oleh	 MKDI	 baru	 berupa	 sanksi	

administrasi	 seperti,	 pemberian	 peringatan	 tertulis,	 rekomendasi	 pencabutan	 surat	

tanda	registrasi	atau	surat	izin	praktek	dan/atau	kewajiban	mengikuti	pendidikan	atau	

pelatihan	di	 institusi	pendidikan	kedokteran.15	Tidak	menutup	kemungkinan	adanya	

tuntutan	perdata	atau	pidana	dari	pasien	atau	keluarga	pasien.	

	 Malpraktik	 dokter	 merujuk	 pada	 tindakan	 kelalaian	 atau	 penyalahgunaan	

 
14 	Adami	 Chazawi,	 Malpraktik	 Kedokteran	 Tinjauan	 Hukum	 Pidana,	 Banyumedia	

Publishing,	Malang,	2005,	hlm.	110.	
15	Dimas	cahyo	Widhiantoro,	Aspek	Hukum	Malpraktik	Kedokteran	Dalam	Perundang-

Undangan	 Di	 Indonesia,	 	 Jurnal	 Lex	 Privatum	 Vol.	 IX	 No.	 9	 Agustus	 2021.	
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36573	
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profesional	 yang	 dilakukan	 oleh	 tenaga	medis,	 yang	 dapat	mengakibatkan	 kerugian	

bagi	pasien.	Dalam	konteks	hukum,	malpraktik	dibagi	menjadi	tiga	aspek	utama,	yaitu	

Aspek	 Hukum	 Perdata	 Malpraktik	 Kedokteran,	 Aspek	 Hukum	 Pidana	 Malpraktik	

Kedoktera,	Aspek	Hukum	Administrasi	Malpraktik	Kedokteran.	Ketiga	 aspek	hukum	

tersebut	 bertujuan	 untuk	 memberikan	 perlindungan	 hukum	 kepada	 dokter	 yang	

diduga	melakukan	malpraktek	medik	 serta	 pasien	 yang	menjadi	 korban	malpraktik	

medik.	Aspek-aspek	tersebut	diantaranya:	

1. Aspek	Hukum	Perdata	Malpraktik	Kedokteran	

	 Aspek	hukum	perdata	disini	menyangkut	hubungan	dokter	dan	pasien.	Malprakti	

perdata	 terjadi	 apabila	 terdapat	 hal-hal	 yang	 menyebabkan	 tidak	 terpenuhinya	 isi	

perjanjian	 (wanprestasi)	 didalam	 transaksi	 terapeutik	 oleh	 tenaga	 kesehatan,	 atau	

terjadinya	perbuatan	melanggar	hukum	(onrechtmatige	daad),	sehingga	menimbulkan	

kerugian	 pada	 pasien.	 Dalam	 malpraktik	 perdata	 yang	 dijadikan	 ukuran	 dalam	

malpraktik	yang	disebabkan	oleh	kelalaian	adalah	kelalaian	yang	bersifat	ringan	(culpa	

levis).16		

	 Pasien	berhak	menuntut	ganti	rugi	akibat	kesalahan	dalam	perlakuan	medis	yang	

menimbulkan	 kerugian,	 berdasarkan	 perbuatan	 melawan	 hukum	 (Pasal	 1365	 BW).	

Pasal	ini	merumuskan:	“Tiap	perbuatan	yang	melawan	hukum	dan	membawa	kerugian	

kepada	 orang	 lain,	 mewajibkan	 orang	 yang	 menimbulkan	 kerugian	 itu	 karena	

kesalahannya	untuk	menggantikan	kerugian	tersebut”.	

2. Aspek	Hukum	Pidana	Malpratik	Kedokteran	

	 Suatu	perbuatan	merupakan	perbuatan	pidana	apabila	memenuhi	unsur-unsur	

yang	 telah	 ditentukan	 secara	 limitatif	 dalam	 perundang-undangan	 pidana.	 Dalam	

hukum	 pidana	 maka	 kesalahan	 dapat	 disebabkan	 karena	 kesengajaan	 atau	 karena	

kelalaian	 (culpa).17	Malpraktek	kedokteran	bisa	masuk	 lapangan	hukum	pidana,	 jika	

 
16	Dimas	cahyo	Widhiantoro,		Ibid.	
17 Amalia	Taufani,	Tinjauan	Yuridis	Malpraktek			Medis	Dalam	Sistem	Hukum	Indonesia,	

Jurnal	Hukum	Universitas	Sebelas	Maret	Surakarta,	Surakarta,	2011,	hlm.36.		
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memenuhi	 syarat-syarat	 tertentu	 dalam	 tiga	 aspek,	 antara	 lain:	 1)	 syarat	 dalam	

perlakuan	medis;	2)	syarat	dalam	sikap	batin	dokter;	dan	3)	syarat	mengenai	hal	akibat.	

Syarat	perlakuan	medis	adalah	perlakuan	medis	yang	menyimpang,	Syarat	sikap	batin	

adalah	syarat	sengaja	atau	culpa	dalam	perlakuan	medis.	

	 Malpraktek	medik	dalam	aspek	hukum	pidana	hanya	terjadi	pada	tindak	pidana	

materiil,	 yaitu	 tindak	 pidana	 yang	melarang	menimbulkan	 akibat	 tertentu.	 Kategori	

terjadinya	 malpraktek	 pidana	 meliputi:	 malpraktek	 pidana	 karena	 kesengajaan	

(intensional),	 misalnya	 melakukan	 euthanasia	 (Pasal	 344	 KUHP),	 melakukan	 aborsi	

tanpa	 indikasi	 medis	 (Pasal	 299	 KUHP);	 malpraktek	 pidana	 karena	 kecerobohan	

(recklessness),	misalnya	melakukan	tindakan	medik	tanpa	persetujuan	pasien	informed	

consent;	malpraktek	pidana	karena	kealpaan	(negligence),	misalnya	dokter	tidak	hati-

hati	atau	lalai	dalam	melakukan	tindakan	medik,	sehingga	mengakibatkan	luka,	cacat,	

atau	meninggalnya	pasien.18	

3. Aspek	Hukum	Administratif	Malpraktik	Kedokteran	

	 	 Malpraktek	 medik	 terkait	 dengan	 malpraktek	 administratif	 ini	 terjadi	 jika	

dokter	 atau	 tenaga	 kesehatan	 melakukan	 pelanggaran	 hukum	 administrasi	 Negara	

yang	 berlaku,	 misalnya	 menjalankan	 praktek	 dokter	 tanpa	 lisensi	 atau	 izinnya;	

menjalankan	praktek	dengan	izin	yang	sudah	kadaluwarsa;	menjalankan	praktek	tanpa	

membuat	 catatan	medik;	 serta	melanggar	 batas	 kewenangan	 dan	 kewajiban	 tenaga	

keperawatan.	Pada	dasarnya	pelanggaran	hukum	administrasi	praktik	dokter	adalah	

pelanggaran	 terhadap	 kewajiban-kewajiban	 hukum	 administrasi	 kedokteran.	

Kewajiban	 administrasi	 dokter	 tersebut	 meliputi	 kewajiban	 administrasi	 yang	

berhubungan	 dengan	 kewenangan	 sebelum	 dokter	 berbuat	 serta	 kewajiban	

administrasi	pada	saat	dokter	sedang	melakukan	pelayanan	medik.19	

	

 
18 Dinarjati	 Eka	 Puspitasari,	 “Upaya	 Hukum	 Korban	 Malpraktik	 Dalam	 Meminta	

Pertanggungjawaba	 Tenaga	 Kesehatan	 Dan	 Lembaga	 Kesehatan”	 disampaikan	 dalam	 Karya	
Latihan	Hukum,	Angkatan	Ke-XXXII,	Tahun	2018.	Oleh	LKBH	FH	UII.	Yogyakarta.	

19 Adami	Chazawi.	Op.	Cit.	hlm.	114-116. 
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B. Pertimbangan	 Hakim	 Dalam	 Putusan	 Pengadilan	 Nomor	

1441/Pid.Sus/2019/Pn.	Mks	

Pertimbangan	 hakim	 adalah	 suatu	 tahapan	 dimana	 majelis	 hakim	

mempertimbangkan	 fakta-fakta	 yang	 terungkap	 selama	 proses	 persidangan	

berlangsung.	 Pertimbangan	 hakim	 merupakan	 salah	 satu	 aspek	 terpenting	 dalam	

menentukan	terwujudnya	nilai	dari	suatu	putusan	hakim	yang	mengandung	keadilan	

dan	mengandung	kepastian	hukum,	disamping	itu	juga	mengandung	manfaat	bagi	para	

pihak	yang	bersangkutan	sehingga	pertimbangan	hakim	ini	harus	disikapi	dengan	teliti,	

baik,	 dan	 cermat.	 Apabila	 pertimbangan	 hakim	 tidak	 teliti,	 baik,	 dan	 cermat	 maka	

putusan	hakim	yang	berasal	dari	pertimbangan	hakim	tersebut	akan	dibatalkan	oleh	

Pengadilan	Tinggi/Mahkamah	Agung.20		

	 Sebagaimana	yang	terjadi	dalam	perkara	dengan	Nomor	1441/Pid.Sus/2019/PN.	

Mks,	Bahwa	pada	hari	Jumat	tanggal	15	September	2017	pada	waktu	12.00	WITA,	saksi	

Agita	Diora	Fitri	bersama	dengan	saksi	Yeni	Ariani	datang	ketempat	praktik	terdakwa	

yaitu	di	klinik	Belle	Jl.	Serigala	No.119	Kel.Mamajang	di	Kec.	Mamajang,	Kota	Makasar,	

dengan	 tujuan	 untuk	 melalukan	 perawatan	 kecantikan,	 setelah	 melakukan	

pendaftaran,	 sanksi	 Yeni	 Ariani	menyampaikan	 bahwa	 sanksi	 Agita	 Diora	 Fitri	 juga	

akan	melakukan	perawatan	kecantikan	seperti	yang	dilakukan	oleh	saksi	Yeni	Ariani,	

kemudian	 terdakwa	 mengatakan	 bahwa	 saksi	 Agita	 Dior	 Fitri	 akan	 dirampingkan	

pipinya	 terlebih	 dahulu	 selanjutnya	 dilakukan	 penyuntikan	 filler	 pada	 hidung	 agar	

terlihat	 lebih	mancung.	Bahwa	kemudian	 terdakwa	menyuntikkan	0,1	 cc	hyaluronic	

acid	ke	hidung	Agita	Diora	Fitri,	 namun	karena	 terjadi	kepucatan	di	 area	kedua	alis	

saksi	 Agita	 Diora	 Fitri,	 terdakwa	 mencabut	 suntikan	 tersebut	 dan	 kemudian	

menyuntikkan	hyaluronidase	sebagai	anti	dot	diarea	hidung,	kemudian	tiba-tiba	saksi	

Agita	 Diora	 Fitri	mengeluh	 sakit	 dan	menutup	matanya	 dan	 ketika	membuka	mata,	

saksi	Agita	Diora	Fitri	mengatakan	bahwa	mata	kirinya	tidak	dapat	melihat,	kemudian	

 
20 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V  Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2004, hlm.140. 
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terdakwa	dan	saksi	Yeni	Ariani	membawa	saksi	Agita	Diora	Fitri	ke	Rumah	Sakit	Siloam	

Makassar.	

	 Sedangkan	 alasan	 pemberian	 obat	 ulang	 tidak	 sesuai	 Standar	 Profesi,	 Standar	

Prosedur	 Oprasional	 (SPO)	 dan	 kebutuhan	 medis	 pasien,	 karena	 terdakwa	

menyuntikkan	 filler	 ke	 hidung	 saksi	 Agita	 Diora	 Fitri	 tanpa	 membuat	 persetujuan	

tindakan	kedokteran	tertulis	(informed	consent)	kepada	saksi	Agita	Diora	Fitri	sebagai	

pasien	 sebelum	 melakukan	 perbuatan	 tersebut,	 padahal	 diketahui	 setiap	 tindakan	

kedokteran	harus	mendapat	persetujuan	tertulis	(informed	consent)	dari	pasien	atau	

kerabat	terdekat	pasien	sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	45	ayat	(1)	UU	RI	Nomor	

29	Tahun	2004	tentang	Praktik	Kedokteran	dan	Pasal	1	angka	1	serta	Pasal	3	ayat	(1)	

Peraturan	 mentri	 kesehatan	 RI	 Nomor	 290/MENKES/PER/III/2008	 tentang	

Persetujuan	 Tindakan	 Kedokteran.	 Terdakwa	 dalam	melakukan	 praktik	 kedokteran	

terkait	dengan	estetik	medik	(perawatan	kecantikan)	berupa	penyuntikan	filler	hidung	

tidak	memiliki	sertifikat	kompetensi	atau	surat	keterangan	kompetensi	estetik	medic	

dari	 Organisasi	 Profesi	 Kedokteran	 (IDI)	 dalam	 hal	 ini	 PERDAWERI	 (Perhimpunan	

Dokter	Anti	Penuaan,	Wallness,	Estetik	dan	Regeneratif	Indonesia),	sesuai	yang	diatur	

dalam	Pasal	1	angka	10	UU	RI	Nomor	29	Tahun	2004	tentang	Praktik	Kedokteran,	Pasal	

20	 ayat	 (2)	 dan	 Pasal	 22	 ayat	 (1)	 Peraturan	 Mentri	 Kesehatan	 RI	 Nomor	

2052/MENKES/PER/X/2011	tentang	Izin	Praktek	dan	Pelaksanaan	Praktik	Kedoteran.	

	 Terdakwa	tidak	membuat	Standar	Prosedur	Oprasional	(SPO)	Penyuntikan	Filler	

Hidung	 yang	 berfungsi	 Sebagai	 Panduan	 Praktik	 Klinik	 (Clinical	 Practice	 Guidelines)	

bagi	tenaga	medis	dalam	melaksanakan	tindakan	kedokteran,	sesuai	penjelasan	Pasal	

50	 UU	 RI	 Nomor	 29	 Tahun	 2004	 tentang	 Praktik	 kedokteran,	 Pasal	 1	 angka	 11	

Peraturan	 Mentri	 Kesehatan	 RI	 Nomor	 2052/MENKES/PER/X/2011/	 tentang	 Izin	

Praktek	dan	Pelaksanaan	Praktik	Kedokteran	dan	Pasal	10	Peraturan	Mentri	Kesehatan	

RI	 Nomor	 1438/MENKES/PER/IX/2010	 tentang	 Standar	 Playanan	 Kedokteran.	

Terdakwa	 dalam	memberikan	 pelayanan	medis	 berupa	 tindakan	 penyuntikan	 filler	

hidung	 terhadap	 saksi	Agita	Diora	Fitri,	 tidak	melakukan	pemeriksaan	pendahuluan	
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secara	 lengkap	berupa	Wawancara	 (anamnese)	 tentang	 riwayat	 penyakit/kesehatan	

pasien,	riwayat	pengobatan,	alergi	obat	atau	alergi	makanan	tertentu	atau	hal	lainnya	

terkait	dengan	kesehatan	pasien;	tidak	melakukan	pemeriksaan	fisik	umum	antara	lain	

pemeriksaan	tensi,	nadi,	pernapasan,	 tidak	melakukan	pemeriksaan	penunjang	yaitu	

pemeriksaan	 laboratorium	 dasar	 tertentu.	 Adapun	 tuntutan	 pidana	 Jaksa	 Penuntut	

Umum	 dalam	 Putusan	 Nomor	 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks,	 dakwaan	 terhadap	

terdakwa	 tentang	 “Perbuatan	 pidana	 praktek	 kedokteran	 dan	 karena	 kelalaiannya	

mengakibatkan	orang	lain	luka	berat”	sebagaimana	diatur	dan	diancam	dengan	pidana	

dalam	Pasal	79	huruf	c	Jo.	Pasal	51	huruf	a	UU	RI	Nomor	29	Tahun	2004	tentang	Praktik	

Kedokteran	dan	Pasal	360	ayat	 (1)	KUHP	telah	 terbukti	secara	Sah	dan	meyakinkan	

dilakukan	oleh	Elisabeth	Susan,	M.	Biomed.		

	 Sesuai	 dengan	 dakwaan	 kesatu	 dan	 dakwaan	 kedua.	 Menjatuhkan	 pidana	

terhadap	terdakwa	dr.	Elisabeth	Susana,	M.	Biomed	dengan	Pidana	Penjara	selama	4	

(empat)	 tahun	 dan	 pidana	 denda	 sebesar	 Rp.30.000.000	 (tiga	 puluh	 juta	 rupiah)	

dengan	ketentuan	apabila	denda	tersebut	tidak	dibayar	maka	diganti	dengan	pidana	

penjara	selama	3	(tiga)	bulan.	Kemudian	dalam	putusan	hakim	yaitu	sebagai	berikut:	

1. Menyatakan	terdakwa	dr.	Elisabeth	Susana,	M.	Biomed	tidak	terbukti	secara	sah	

dan	 meyakinkan	 bersalah	 melakukan	 tindak	 pidana	 sebagaimana	 dalam	

dakwaan	kesatu	dan	dakwaan	kedua;	

2. Membebaskan	terdakwa	dr.	Elisabeth	Susana,	M.	Biomed	tersebut	dari	dakwaan	

kesatu	dan	dakwaan	kedua;	

3. Memulihkan	 hak-hak	 terdakwa	 dalam	 kemampuan,	 kedudukan,	 harkat	 serta	

martabatnya.	

	 Berdasarkan	 temuan	 penelitian,	 maka	 pembahasan	 dalam	 menganalisis	

pertimbangan	hakim	pada	putusan	bebas	malpraktik	medik	sebagai	berikut:	

1. Dengan	Sengaja	

	 	 sengaja	 diartikan	 seperti	 membayangkan	 hasil	 dari	 perbuatannya.	 Unsur	



Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	(JIMFH)	
E-ISSN:	2798-8457	
Vol.	8,	No	2,	(April)	2025	

	
	Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh	

e-ISSN:	2798-8457	|	Online	Access:	https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/		

 

dengan	sengaja	dalam	teori	hukum	pidana,	ada	3	(tiga)	macam	kesengajaan	yaitu:21	

a. Sengaja	 dengan	 maksud	 (opzet	 als	 oogmerk),	 yaitu	 pelaku	 secara	 sadar	 dan	

bertujuan	menimbulkan	akibat	tertentu;	

b. Sengaja	dengan	kesadaran	tentang	kepastian	(opzet	met	bewusheid	van	zekerheid	

of	 noodzakeliheid),	 yaitu	 pelaku	 mengetahui	 bahwa	 akibat	 pasti	 akan	 terjadi	

sebagai	konsekuensi	dari	tindakannya;	

c. Sengaja	 dengan	 kesadaran	 kemungkinan	 sekali	 terjadi	 (opzet	 met	

waarshijnlijkheidsbewustzijn),	 yaitu	 pelaku	 menyadari	 kemungkinan	 timbulnya	

akibat,	namun	tetap	melakukan	perbuatannya.	

	 Seorang	dokter	akan	dihadapkan	kepengadilan	 jika	sudah	melakukan	 tindakan	

yang	 merugikan	 pasien.	 Dalam	 kronologi	 Elisabeth	 Susan,	 M.	 Biomed	 alias	 pelaku	

merupakan	doter	umum	bukan	dokter	 spesialis	 kecantikan.	Hal	 ini	 telah	memenuhi	

unsur	bahwa	dengan	sengaja	melakukan	profesi	sebagai	dokter	dalam	bidang	sehingga	

pada	praktik	tersebut	tidak	sesuai	dengan	SPO	dan	menyebabkan	kerugian	terhadap	

pasien	atau	korban.	

2. Tidak	Memenuhi	Kewajiban	

	 Pada	 kronologi	 putusan	 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks	 pelaku	 alias	 Elisabeth	

Susana,	M.	Boimed	tidak	melakukan	wawancara	terlebih	dahulu	terhadap	korban	untuk	

tindakan	 yang	 akan	 dilakukan	 berserta	 resiko	 apa	 yang	 akan	 terjadi	 saat	 terjadi	

kegagalan	dalam	melakukan	suatu	tindakan	praktik	tersebut.	Dalam	hal	ini	sudah	jelas	

telah	terpenuhi	unsur	tidak	memenuhi	kewajiban	sebagai	dokter	yang	dapat	diminta	

pertanggungjawaban.	 Menurut	 Pasal	 360	 KUHP	 menentukan	 bahwa	 “barang	 siapa	

karena	kelalaiannya	mengakibatkan	orang	lain	mendapat	luka	berat	dihukum	dengan	

dipidana	penjara	paling	lama	lima	tahun	atau	paling	sedikit	satu	tahun”.	

	 Malpraktik	terdiri	dari	2	(dua)	kelompok	yang	harus	dibedakan	menurut	Deriza,	

yaitu	kesalahan	dan	kelalaian:22	

 
21	Moeljatno,	Asas-Asas	Hukum	Pidana,	Rineka	Cipta,	Jakarta,	2002,	hlm.	63-65.	
22	Mahrus	Ali,		Dasar-dasar	Hukum	Pidana,	Sinar	Grafika,	Jakarta,	2012,		hlm.111	
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a. Kesalahan	(Dolus)		

	 Dalam	 arti	 luas,	 setiap	 perbuatan	 atau	 kegiatan	medis	 yang	 berkaitan	 dengan	

ruang	lingkup	kedokteran	dan	yang	sangat	tegas	dilarang	oleh	Undang-undang.	Dalam	

arti	 sempit,	 melakukan	 tindakan	 terarah	 yang	 melawan	 hukum	 dan	 mengetahui	

dampak	 atau	 hasilnya	 adalah	 tanda	 awal	 bahwa	 upaya	 tersebut	 dilakukan	 dengan	

maksud	untuk	menerima	pembayaran.		

b. Kelalaian	(Culpa)	

	 Dalam	arti	luas,	dokter	sudah	melakukan	praktik	seperti	ketentuan	perundang-

undangan	 dan	 standar	 profesi.	 Namun,	 ada	 kalanya	 dokter	 lalai	 memenuhi	

tanggungjawab	profesinya	dan	hak-hak	pasien,	antara	lain	tidak	tertuju	pasien,	tidak	

mengungkapkan	riwayat	kesehatan	pasien,	dan	tidak	memberikan	persetujuan	secara	

lisan	atau	tertulis	(informed	consent).	

	 Dari	 unsur	 tersebut,	 sesuai	 dengan	 penelitian	 penulis	 pada	 putusan	 nomor	

1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks,	 maka	 tindakan	 terdakwa	 seharusnya	 dipidana	 sesuai	

dengan	fakta	baik	dalam	bukti	surat,	keterangan	saksi	dan	korban	beserta	sebagian	dari	

keterangan	terdakwa	yang	memenuhi	unsur-unsur	dalam	Pasal	79	huruf	c	Junto	Pasal	

51	huruf	a	UU	RI	Nomor	29	Tahun	2004	tentang	Praktek	Kedokteran	dan	Pasal	360	ayat	

(1)	Kitab	KUHP.	Pada	putusan	1441/Pid.Sus/2019/PN.	Mks,	pelaku	Elisabeth	Susana,	

M.	Biomed	telah	melalaikan	sebuah	kewajiban	pelayanan	medis	terhadap	korban	atau	

pasien	 yang	 bernama	 Agita	 Diora	 Fitri.	 Dalam	 kronologi	 kasus	 tersebut	 pelaku	

melakukan	 sebuah	 kegiatan	 medis	 yaitu	 perawatan	 kecantikan	 atau	 filler	 hidung	

kepada	korban	agar	terlihat	lebih	mancung	hidungya.	Namun	sebelumnya	pelaku	tidak	

melakukan	 Informed	 consent	 ditandai	 dengan	 persetujuan	 yang	 diberikan	 pasien	

kepada	dokter	spesialis	setelah	pasien		mendapat	klarifikasi	mengenai	apa	yang	akan	

dilakukan	oleh	dokter	spesialis	 tersebut.	Umumnya	semua	jenis	pidana	memberikan	

perlindungan	terhadap	masyarakat	dan	lebih	khusus	terhadap	korban	kejahatan	atau	

kelalaian	 yang	 menyebabkan	 kerugian	 terhadap	 korban	 baik	 materil	 maupun	

immaterial.	Dalam	putusan	nomor	1441/Pid.Sus/2019/PN.	Mks,	pelaku	diputus	bebas	
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oleh	 hakim.	 Menurut	 penulis	 dalam	 	 penjatuhan	 hukuman	 tersebut	 hakim	 keliru,	

seharusnya	pelaku	dipidana	dan	setidaktidaknya	diberikan	sanksi	denda	untuk	ganti	

rugi	terhadap	korban	seperti	yang	tela	dijelaskan	oleh	penulis	sebelumnya.	

	 Putusan	 bebas	 dalam	 putusan	 Nomor	 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks	 yang	

melibatkan	 terdakwa	 dr.	 Elisabeth	 Susana,	 M.	 Biomed	 	 menyangkut	 isu	 praktik	

kedokteran	tanpa	memenuhi	standar	professional,	SOP,	serta	tanpa	Informed	Consent	

yang	sah.	Meskipun	jaksa	Penuntut	Umum	menuntut	pidana	penjara	4	tahun	dan	denda	

Rp.30	 juta,	 pengadilan	pada	 akhirnya	membebaskan	 terdakwa	dari	 semua	dakwaan	

kerena	tidak	terbuktik	secara	sah	dan	meyakinkan	bersalah.	

	 Konsekuensi	 yang	 timbul	 dari	 putusan	 bebas	 tersebut	 adalah,	 terdakwa	 tidak	

dapat	 di	 hukum	 pidana	 karena	 pengadilan	 menyatakan	 bahwa	 perbuatannya	 tidak	

terbukti	 secara	 sah	 dan	 meyakinkan	 memenuhi	 unsur-unsur	 tindak	 pidana	 dalam	

dakwaan	jaksa.	Asas	ne	bis	 in	 idem	berlaku,	artinya	terdakwa	tidak	dapat	diadili	 lagi	

untuk	perkara	yang	sama	dengan	dakwaan	yang	sama	setelah	adanya	putusan	bebas	

yang	berkekuatan	hukum	tetap	(inkracht).	

	 Meskipun	bebas	secara	pidana,	bukan	berarti	bebas	dari	tanggung	jawab	etik	atau	

administratif.	 Ikatan	doketer	 Indonesia	masih	bisa	melakukan	pemeriksaan	etik	dan	

disiplin	 terhadap	 terdakwa	 dan	 bisa	 berujung	 pada	 sanksi	 administrative	 seperti	

peringatan,	 pembekuan	 izin	 praktik,	 atau	 bahkan	 pencabutan	 izin,	 terlepas	 dari	

putusan	pidana.	

	 Dalam	 hal	 ini	 korban	 masih	 berhak	 mengajukan	 gugatan	 perdata	 terhadap	

terdakwa	 jika	 merasa	 telah	 mengalami	 kerugian	 materiil	 atau	 immaterill	 akibat	

tindakan	 medis	 tersebut,	 gugatan	 dapat	 diajukan	 atas	 dasar	 perbuatan	 melawan	

hukum	(PMH)	 sebagaimana	diatur	dalam	Pasal	1365	KUHPerdata	yang	mengatakan	

bahwa	“Tiap	perbuatan	melanggar	hukum,	yang	membawa	kerugian	kepada	orang	lain,	

mewajibkan	 orang	 yang	 karena	 kesalahannya	menerbitkan	 kerugian	 itu,	mengganti	

kerugian	tersebut”.	
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4. KESIMPULAN 

	 Berdasarkan	 penyelesaian	 masalah	 dalam	 system	 hukum	 di	 Indonesia,	

malpraktik	dapat	dikenai	sanksi	pidana	jika	terdapat	unsur	kesengajaan	atau	kelalaian	

dalam	 tindakan	 medis	 yang	 menimbulkan	 akibat	 hukum	 seperti	 luka,	 cacat,	 atau	

kematian	 pasien,	 sebagaimana	 diatur	 dalam	KUHP.	Hakim	 dalam	 pertimbangannya	

lebih	 menekankan	 pada	 aspek	 pembuktian	 formil	 dalam	 proses	 peradilan,	 tanpa	

mempertimbangkan	 secara	 optimal	 fakta	 bahwa	 tindakan	 medis	 tersebut	

menyebabkan	 luka	 berat	 kepada	 pasien.	 Dalam	 hal	 ini,	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	

pertimbangan	hakim	kurang	mencerminkan	unsur	keadilan	dan	perlindungan	hukum	

terhadap	 korban.	 Hal	 ini	 menjadi	 problematik	 mengingat	 bahwa	 tindakan	 yang	

dilakukan	terdakwa	memenuhi	unsur	pelanggaran	Pasal	79	huruf	c	jo.	Pasal	51	huruf	

a	UU	Praktik	Kedokteran	dan	Pasal	360	ayat	(1)	KUHP.		
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